WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang :

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber

daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan
kapasitas Pegawai Negeri Sipil dalam  bentuk
pengembangan kompetensi pendidikan, perlu adanya
pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur
pendidikan agar pelaksanaanya dapat berjalan secara
akuntabel, selektif, obyektif, efisien dan transparan serta
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2018



Mengingat :

i

tentang Tugas Belajar, [jin Belajar, Penggunaan Gelar dan
Ujian Kenaikan Pengkat Penyesuaian Pangkat Penyesuaian
[jin Pemakaian Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian [jazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dan
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Melalui Jalur
Pendidikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 16 dan 17
tahun 1954 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Ketjil di Djawa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 2 tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1127);



10.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor S5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD,
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



10.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan
manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur
pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi
wewenang Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah
perangkat daerah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya
manusia.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengembangan
Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan organisasi.

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.



11.

12,

13.

14.

15,

16.

LT

Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut
Pengembangan  Kompetensi adalah upaya untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan Standar
Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS
dalam melaksanakan tugas jabatan.

Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen
perencanaan pengembangan kompetensi tingkat instansi.
Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan
dan pengembangan karier melalui Pendidikan formal.

Surat Keterangan Belajar adalah Keterangan yang diberikan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Calon Pegawai
Negeri Sipil yang saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara
dengan biaya sendiri dan pendidikan tersebut disyaratkan
oleh peraturan Perundang-undangan guna memenuhi
kompetensi pendidikan tertentu dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.

Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat
keterangan yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang
memperoleh ijjazah dari perguruan tinggi dengan hak
menggunakan gelar akademik dan telah memenuhi syarat
lain yang ditentukan.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah adalah kenaikan
pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah
yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang
pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi
persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.



18.

19.

20.

21.

(1)

@

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah adalah ujian
yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu
syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Ujian Peningkatan Pendidikan adalah ujian yang
dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat
penggunaan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi
kepegawaian.

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh Pegjabat Penilai
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di
luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi
berdasarkan izin penyelenggaraan pendidikan dari

Pemerintah.

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Wali Kota ini adalah
sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan
kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk
Tugas Belajar.

Tujuan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini adalah
untuk  meningkatkan  kualitas, kompetensi, dan
profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.



Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. Penyelenggaraan Tugas Belajar;

b. Tata cara pengajuan;

c. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar;

d. Layanan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan;
Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar; dan

f. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Belajar.

®

BABII
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk
pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam
bentuk Tugas Belajar.

(2) Tugas Belajar dapat diberikan dengan memperhatikan hasil
penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang
bersangkutan.

(3) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan
kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas
Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara
selektif, obyektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta
mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau sistem
penyelenggaraan pendidikan serta kemampuan keuangan
daerah.



Pasal 5

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana
pengembangan kompetensi instansi yang dapat dibiayai
dan diberhentikan dari jabatan dan dapat tidak
dibiayai/diberhentikan dari jabatan dengan pertimbangan
kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan
pendidikan.

(2) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana
pengembangan kompetensi, dengan persyaratan:

a.

memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak

diangkat sebagai PNS kecuali dokter spesialis paling

singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS,

memiliki sisa masa kerja pegawai dengan

mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan

dinas, dengan ketentuan paling kurang:

1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum
batas usia pensiun jabatan, atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum
batas usia pensiun jabatan.

memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir

paling rendah dengan predikat baik;

sehat jasmani dan rohani;

tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin

dan/atau tindak pidana;

tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan

dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman

disiplin berat;

tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai

PNS.

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang

tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;

tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas

belajarnya sesuai  dengan  ketentuan — peraturan

perundang-undangan, dalam wakitu 2 (dua) tahun



(3)

terakhir;

k. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi
bantuan, dan/atau perguruan tinggi;

l. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas
belajar;

m. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat
diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai
tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional,;
dan

n. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf m
ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang
membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas

belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas

belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas belajar dan Persyaratan
Program Studi

Pasal 6

(1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi

()

(3)

dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Perguruan tinggi negeri;

b. Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau

c. Perguruan tinggi swasta.

Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau
sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan
penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-
undangan.



()

Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui
oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

Pasal 7

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar

di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

da.

b.

sesuai perencanaan pengembangan kompetensi;

penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau

profesi; dan

memiliki akreditasi paling kurang;

1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi
program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

2) C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program
studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki
akreditas B atau baik sekali atas persetujuan menteri;
dan

3) Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi
program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga
Pendanaan dan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa bantuan swasta, badan, yayasan, lembaga,

perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam/luar

negeri yang tidak mengikat.



8

4

(1)

Pendanaan Tugas Belajar yang berasal dari sumber lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki
legalitas perusahaan dapat dibuktikan dengan Akta
Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan dokumen kualifikasi yang lain yang diminta.
Pihak yang memberikan dana Tugas Belajar dari sumber
lain harus membuat surat pemyataan kesanggupan
membiayai selama masa Tugas Belajar dan tidak ada ikatan
yang mengikat kepada PNS penerima dana tugas belajar
baik selama masa tugas belajar maupun setelah selesai
melaksanakan tugas belajar.

Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu)
sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya
tugas belajar yang sama.

Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat
dilakukan dengan biaya mandiri, biaya pendidikan
ditanggung PNS yang bersangkutan

Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri
berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian
Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ©

Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu
tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program
studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa
kerja PNS.

Pasal 10

(1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling

banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan kriteria:

a. perubahan kondisi sistemn studi/perkuliahan;

b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
dan



c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan
waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar
kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang
dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh
PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu
tugas belajar.

Pasal 11

Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar
setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status
Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan
secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kal
jenjang pendidikan di atasnya.

(2) Tugas belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

a. mendapat persetujuan PPK;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumliaude

atau setara;

c. tidak pemah menjalani perpanjangan jangka waktu
tugas belajar; dan

d. mempertimbangkan sisa masa kerja  setelah
menyelesaikan tugas belajar

(3) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



Bagian Keempat
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 13

(1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu
lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani
tugas belajar berkedudukan pada unit kerja PNS yang
bersangkutan pada bagian kepegawaian dengan jabatan
sebagai pelaksana yang diberikan Tugas Belajar sampai
dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak
diberhentikan dari jabatan dalam hal:

a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan
yang dijalarni.

(4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan
dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar
berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB I
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 14

(1) Calon peserta Tugas Belajar mengajukan permohonan
mengikuti seleksi peserta Tugas Belajar.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pada pengumuman resmi seleksi masuk dari
Perguruan Tinggi.

(3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan seleksi dan
memberikan rekomendasi untuk pengajuan calon peserta
Tugas Belajar.



@

()

@

)

(1)

Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program Tugas
Belajar dokter spesialis wajib melampirkan surat
rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Surat
rekomendasi dari Direktur RSUD Bendan.

Pencalonan peserta untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar
diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPK
melalui Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat tugas
mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Pasal 15

Seleksi yang dilkuti oleh calon peserta Tugas Belajar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri

atas:

a. seleksi administrasi; dan

b. seleksi akademik.

Persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. informasi seleksi masuk Perguruan Tinggi;

b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

c. fotokopi surat keputusan jabatan teralhir;

d. fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir; dan

f. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar
terakhir.

Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang dituju

oleh calon peserta Tugas Belajar.

Pasal 16

Calon peserta Tugas Belajar yang telah lulus seleksi
mengajukan permohonan surat Tugas Belajar kepada PPK
melalui Kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta
Tugas Belajar berdinas paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diterima di Perguruan Tinggi.



(2) Permohonan surat Tugas Belajar yang dibuat oleh calon
peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diagjukan dengan melampirkan dokumen administrasi
sebagai berikut:

a.

b.

3

surat tugas mengikuti seleksi masuk;

surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga
pendidikan;

surat jaminan pemberian Beasiswa dari Penanggung
Beasiswa kecuali bagi Penanggung Beasiswa yang
mengeluarkan jaminan Beasiswa setelah calon peserta
mendapatkan surat Tugas Belajar;

. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup;

fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir
yang telah dilegalisasi;

fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah
dilegalisasi;

. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang

telah dilegalisasi;

fotokopi transkrip nilai jjazah/surat tanda tamat belajar
terakhir yang telah dilegalisasi; dan

fotokopi Rencana Pengembangan Kompetensi
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta berdinas
mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada PPK
melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri dokumen
administrasi sebagai berikut:

a.

b.

surat permohonan calon peserta beserta kelengkapan
lampirannya;

surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja yang menyatakan bahwa pada saat calon peserta
Tugas Belajar menjalani Tugas Belajar, Perangkat
Daerah/Unit Kerja tetap dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan baik;

surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang
menyatakan bahwa calon peserta Tugas Belajar memiliki
motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal,



berdedikasi, dan diniai mampu menyelesaikan
pendidikan tepat waktu; dan

d. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa
calon peserta Tugas Belajar tidak sedang menjalani
proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 17

(1) Kepala BKPSDM meneliti dan melaksanakan verifikasi
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk
mendapatkan izin/persetujuan.

(2) Izin/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar untuk diterbitkannya surat Tugas Belajar.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar
Pasal 18

PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

(1) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan
dari jabatannya, melaksanakan re-enfry program di
BKPSDM.

(2) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM menyelenggarakan re-
entry program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar
setiap 3 (tiga) Bulan.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jabatan
sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai
dengan jabatannya.



(4)

()

(1)

@

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat
mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak
menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali
terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar
Pasal 20

PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian

tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. subjek perjanjian;

b. kesepakatan para pihak; dan

c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan
tinggi, program studi dan akreditasi program studi,
jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban
para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban,
keadaan kahar (force majeur), dan penyelesaian sengketa.

pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan

dan kedudukan PNS.

Pasal 21

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor

kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

(1)

Pasal 22

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib
melaksanakan ikatan dinas selama:



)

()

)

)

(1)

@

a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS
yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari
Jabatannya;

b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS
yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan
dari jabatannya;

c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS
yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang
diberhentikan dari jabatannya.

PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak

diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan

dinas.

Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan

mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, mutasi wilayah

kerja dan pindah unit kerja yang tidak ada kesesuaian
dengan pendidikan yang telah ditempuh.

Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang

memenuhi persyaratan yang diatur PPK atas persetujuan

Menteri yang membidangli Pendayagunaan Aparatur

Negara.

Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

pada saat:

a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

b. mencapai batas usia pensiun; dan

c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 23

PNS vyang telah selesai menjalani tugas Dbelajar
berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan  dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajb
mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/
Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar ke Kas
Negara/Kas Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan.



BABV

LAYANAN PENCANTUMAN GELAR
PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan

Pasal 24

PNS yang mendapatkan gelar melalui tugas belajar dapat
diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki
sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(1)

)

)

Pasal 25

PNS yang memiliki jjazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV),
pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa
kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan
pencantuman  gelar sebelum  diusulkan kenaikan
pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai sebagaimana pada ayat (1), dibebaskan dari Ujian
Dinas atau Ujian Penyesuaian ljazah pada saat diusulkan
kenaikan pangkat dan Pengatur Tingkat I golongan ruang
II/d menjadi Penata Muda golongan ruang II/a apabila
sudah mendapatkan pencantuman gelar.

Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh
jlazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan

pencantuman gelar sebelum dilakukan
penilaian/ penetapan angka kredit.
Pasal 26

Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan pendidikan

diberikan kepada:

a. PNS yang lulus program tugas belajar dan telah
menyelesaikan pendidikannya;



b. PNS yang mendapatkan program ijin belajar dan telah
menyelesaikan pendidikannya;

c. Calon PNS yang telah memiliki jjazah yang lebih tinggi
yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah
memiliki [jazah/STTB setingkat lebih tinggi dari jenjang
pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat
menjadi CPNS yang telah mendapat Surat Keterangan
Kepemilikan Ljazah /STTB setingkat lebih tinggi oleh
pejabat yang berwenang.

(2) Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan
diberikan melalui mekanisme:

a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; atau

b. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan
Pendidikan yang disampaikan kepada Kepala Kantor
Regional 1 Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta atau
kepada Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian
Negara c.q. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Pengajuan Pencantuman Gelar Peningkatan pendidikan

Pasal 27

Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan dapat
digjukan pada saat PNS telah ditetapkan dalam

pangkat/golongan paling rendah:

a. Juru (I/¢), untuk jenjang SLTP sederajat atau pangkat
Juru Muda Tingkat 1 golongan ruang I/b dan masa kerja
pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum
diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru golongan
ruang I/c berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Pengatur Muda (II/a), untuk jenjang SLTA sederajat atau
Pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d dan masa kerja
pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum
diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda



(1)

Golongan ruang II/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
Penata Muda ([lI/a), untuk jenjang Sarjana (S.1)/Diploma IV
(D.IV) atau Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan
sebelum diusulkan kenaikan pangkatmya menjadi Penata
Muda Golongan ruang IlI/a berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Penata Muda Tingkat 1 (IlI/b), untuk jenjang Strata 2 (S.2)
sederajad atau Pangkat Penata Muda golongan ruang IlI/a
dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan
sebelum diusulkan kenaikan pangkatmya menjadi Penata
Muda Tingkat [ Golongan ruang II/b berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Penata (III/c), untuk jenjang Strata 3 (S.3) sederajat atau
Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang 1lI/b dan
masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan
sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata
Golongan ruang IlI/c berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28

Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan
Pendidikan bagi PNS dengan ljazah Dalam Negeri, dengan
dilampiri dokumen sebagai berikut:

a. Surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar
Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi PNS;

b. Fotocopy Surat Keputusan kenaikan Pangkat terakhir
yang telah disahkan,;

c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan
terakhir yang telah disahkan;

d. Fotocopy Surat Tugas Belagjar yang  telah
disahkan/Fotocopy Surat Jjin Belajar yang telah
disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah
disahkan, bagi PNS yang telah memiliki Lazah yang
lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
yvang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil;



e.

Fotocopy [jazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang pada Insitusi/Lembaga
Pendidikan terkait sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

Dokumen yang menerangkan Status Akreditasi Program
Studi dengan Akreditasi paling kurang B dari Lembaga
yang berwenang atau Sertifikasi Akreditasi Memenuhi
Peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.

(2) Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan
Pendidikan bagi PNS dengan [jazah Luar Negeri, dengan
dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

b.

Surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar
Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi PNSS;

Fotocopy Surat Keputusan kenaikan Pangkat terakhir
yang telah disahkan;

Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan
terakhir yang telah disahkan;

. Fotocopy @ Surat Tugas Belajar yang  telah

disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah
disahkan, bagi PNS yang telah memiliki Jjazah yang
lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
yang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil;

Fotocopy Jjazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang pada Insitusi/Lembaga
Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

Fotocopy Surat Keputusan Penyetaraan [jazah Luar
Negeri dari Kementerian yang membidangi urusan
pendidikan yang telah disahkan oleh Pegjabat Yang
Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal 29

Proses Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan
Pendidikan bagi PNS dilakukan dalam 2 (dua) periode sebagai
berikut:

a. Periode I pada bulan April- Mei; dan

b. Periode Il pada bulan Oktober-November.

(1)

G

(4)

()

Bagian Ketiga
Pengajuan Surat Keterangan Belajar

Pasal 30

CPNS ketika diangkat, sedang mengikuti pendidikan lebih
tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau pada saat
melamar yang bersangkutan duduk dalam semester
terakhir dan/atau sedang menyelesaikan skripsi/karya
tulis wajib memiliki Surat Keterangan Belajar.

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan
yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan.
Surat keterangan belajar mempunyai fungsi sama dengan
Tugas Belajar dengan biaya mandiri dengan ketentuan
jangka waktu antara diangkat CPNS dengan
dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

CPNS yang tidak memiliki surat keterangan belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat
layanan administrasi kepegawaian.

Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung
pelaksanaan tugas jabatan dari unit organisasinya.



Pasal 31

(1) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 dapat diberikan dengan ketentuan:

a. Wajib melaporkan pendidikan yang sedang diikuti dan
mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui
Kepala BKPSDM paling lambat 3 ( Tiga ) bulan sejak
diangkat sebagai CPNS untuk penerbitan surat
keterangan belajar;

b. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah
yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai
CPNS;

c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan waktu
pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempuh tempat
pendidikan dapat dijangkau;

d. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas -
tugas kedinasan;

e. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh CPNS
yang bersangkutan;

f. program pendidikan yang diikuti dan
penyelenggara/lembaga pendidikan telah terakreditasi
minimal B atau Baik Sekali oleh BAN-PT;

g. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel
atau kelas jarak jauh/kelas jauh kecuali ditentukan lain
berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan

h.CPNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah kecuali ada formasi.

(2) Permohonan surat keterangan belajar yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
disetujui.

Pasal 32
Permohonan surat keterangan belajar dapat diperoleh
melalui mekanisme sebagai berikut:

a. digjukan oleh CPNS kepada Wali Kota c.q. Kepala
BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah;



b. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan
surat keterangan belajar kepada Wali Kota melalui Kepala
BKPSDM; dan

c. Kepala BKPSDM mengusulkan permohonan surat
keterangan belajar kepada Wali Kota dengan melampirkan
persyaratan:

1.

surat permohonan surat keterangan belajar dari
CPNS.

surat keterangan dari lembaga pendidikan yang
menerangkan status CPNS masih menjadi siswa atau
mahasiswa.

jadwal kegiatan belajar/pendidikan yang ditanda
tangani pejabat yang berwenang,

foto copy Pengangkatan CPNS yang dilegalisir Kepala
Perangkat Daerah.

Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
yang besangkutan;

Fotocopy ijazah yang telah di legalisir yang dipakai
dalam administrasi kepegawaian,;

Surat pernyataan  bermaterai dari < CPNS
bersangkutan bahwa tidak akan menuntut
penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih
tinggi, kecuali terdapat formasi;

Tidak akan melimpah ke instansi lain; dan

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada
angka 7 telah diketahui dan ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pengajuan Surat Keterangan Kepemilikan [jazah Setingkat

Lebih Tinggi

Pasal 33

(1) Seseorang yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah
memiliki [jazah/STTB setingkat lebih tinggi dari jenjang
pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat
menjadi CPNS dapat diberikan Surat Keterangan
Kepemilikan [jazah /STTB setingkat lebih tinggi oleh
pejabat yang berwenang.



(2) Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah/STTB setingkat
lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

program studi pendidikan yang ditempuh telah
terakreditasi B atau Baik Sekali oleh Lembaga yang
berwenang/BAN- PT;

jjazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan kompetensi
dan latar belakang pendidikan awal CPNS tersebut
diangkat serta mendukung tugas pekerjaan yang
bersangkutan dan tugas fungsi perangkat daerahnya;
Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan melalui
pelaksanaan  ujian peningkatan  pendidikan/
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
[jazah berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan;

Ketentuan tata cara pelaksanaan ujian peningkatan
pendidikan/ Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Jazah berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan; dan

Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

kecuali ada formasi.

Prosedur pemberian Surat Keterangan Kepemilikan
[jazah /STTB setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan cara:

a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada

Wali Kota c.q. Kepala BKPSDM melalui perangkat
daerahnya; dan

b. permohonan dimaksud dengan melampirkan:

a) surat permyataan dari Kepala Perangkat Daerah
yang menyatakan bahwa kepemilikan ljazah /STTB
setingkat lebih tinggi telah sesuai dengan
kompetensi dan latar belakang pendidikan awal
CPNS tersebut diangkat serta mendukung tugas
pekerjaan yang bersangkutan dan tugas fungsi
perangkat daerahnya;

b) foto kopi pengangkatan sebagai CPNS diligalisir
Kepala Perangkat Daerah;

¢) foto kopi jazah/STTB dan transkrip nilai terakhir
diligalisir Institusi Pendidikan yang



4)

6)

7)

menerbitkannya,;

d) foto kopi [jazah/STTB dan transkrip nilai awal
diangkat menjadi CPNS diligalisir Institusi
Pendidikan yang menerbitkannya;

e) surat keterangan dari perguruan tinggi, tahun
gjaran awal masuk menjadi mahasiswa dan
program studi pendidikan yang ditempuh telah
terakreditasi B atau Baik Sekali oleh lembaga yang
berwenang (BAN-PT); dan

ff surat Tanda  Lulus Ujian Peningkatan
Pendidikan/Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
(STL UKPPI ) yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang.

Ujian peningkatan pendidikan dilaksanakan oleh Tim
Penguji yang dibentuk atau ditunjuk oleh Kepala
BKPSDM Kota Pekalongan, dan dapat dilaksanakan
bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
Materi ujian peningkatan pendidikan meliput
penyusunan karya tulis dan presentasi dengan bobot
nilai:
a. 40% (empat puluh persen) berasal dari karya tulis;
dan
b. 60% (enam puluh persen) berasal dari presentasi.
Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) harus memiliki keterkaitan antara
pendidikan yang diperoleh dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
PNS yang dinyatakan lulus ujian peningkatan
pendidikan diberikan Surat Keterangan kepemilikan
jjazah setingkat lebih tinggi.



BABV

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah Dan Kenaikan

Pangkat Penyesuaian ljazah

Pasal 34

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang
memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat,
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c), apabila
telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda
Tingkat I (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang

setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi

Pengatur Muda (II/a) apabila telah menduduki pangkat

paling rendah Juru Tingkat I (I/d) paling singkat 2 (dua

tahun);

Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi

Pengatur Muda Tingkat I (II/b), apabila telah menduduki

pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) paling

singkat 1 (satu) tahun;

Sarjana Muda, Akademi atau Diploma I, dapat

dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c), apabila

telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda

Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;

Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan

pangkatnya menjadi Penata Muda (llI/a), apabila telah

menduduki pangkat paling rendah :

1) Pengatur (II/c) paling singkat 2 (dua) tahun, bagi yang
pengangkatan pertama CPNS dengan pendidikan
SLTA atau yang setingkat; dan

2) Pengatur Tingkat I (II/d) paling singkat 1 (satu) tahun,
bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS
dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau
Diploma ITI;

Dokter, Apoteker, Magister atau yang sederajat, dapat



dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I
(Il[/b), apabila telah menduduki pangkat paling rendah
Penata Muda ([lI/a) paling singkat 2 (dua) tahun; dan
Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata
(Ill/c), apabila telah menduduki pangkat paling rendah
Penata Muda Tingkat I (IlI/b) paling singkat 2 (dua)
tahun.

Pasal 35

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan dengan ketentuan:

a.

memperoleh STTB/Ijazah dari lembaga pendidikan negeri
atau swasta dengan program pendidikan yang telah
mendapat akreditasi B atau Baik Sekali dari lembaga yang
berwenang/BAN-PT;

menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan
pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang
diperoleh;

memiliki izin Tugas Belajar atau Surat Keterangan Belajar,
kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat
sebagai CPNS memiliki Surat Keterangan Kepemilikan
ljazah;

d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;

(1)

setiap unsur penilaian  prestasi kerja paling
kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

tersedia formasi pada Perangkat Daerah tempat yang
bersangkutan bekerja, untuk kenaikan pangkat tersebut;
lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali
bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi
yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh pendidikan
lebih tinggi dan pangkat (golongan/ruang gaji) masih di
bawah pangkat (golongan/ruang gaji) yang sesuai
dengan pendidikan yang diperolehnya tersebut, dapat



)

mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Ujian  kenaikan  pangkat  penyesuaian  ijazah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan

memenuhi syarat umum :

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;

b. memiliki surat izin Tugas belajar/surat keterangan
belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum
diangkat sebagai CPNS memiliki surat keterangan
kepemilikan jazah;

c. memiliki STTB/ljazah dari lembaga pendidikan yang
terakreditasi B atau Baik Sekali dari BAN-PT;

d. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan
penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. memiliki Izin Penggunaan Gelar Akademik dan bagi
yang mempunyai ijjazah sebelum diangkat CPNS
melampirkan Surat Keterangan telah memiliki jazah
dari Pejabat yang berwenang;

f. Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan yang
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah; dan

g. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tidak lulus,
diberikan kesempatan untuk mengkuti yjian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berikutnya.

Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus

sebagai berikut:

a. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
SMP atau sederajat paling rendah berpangkat Juru
Muda Tingkat I (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;

b. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
SMA/DI atau sederajat paling rendah berpangkat
Juru (I/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu)
tahun dalam pangkat tersebut;

c. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
SGPLB/DII atau sederajat paling rendah berpangkat
Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun;

d. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
DI atau sederajat paling rendah berpangkat



Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan sekurang-
kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
tersebut;

e. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
DIV/S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat
Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua)
tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang
pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan
SLTA;

f. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
DIV/S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat
Pengatur Tingkat I (II/d) dan sekurang- kurangnya
telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut, bagi
yang pengangkatan pertama sebagai CPNS
berpendidikan Akademi atau Diploma III;

g. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajad
paling rendah berpangkat Penata Muda (IlI/a) dan
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat tersebut; dan

h. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat
Doktor (S3), Spesialis II atau sederajat paling rendah
berpangkat Penata Tingkat I (III/b) dan sekurang-
kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
tersebut.

Pasal 37

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ljazah terdiri atas:

a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah Tingkat I,
disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan
dengan ljazah menjadi juru(I/c) dan Pengatur Muda (II/a);

b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah Tingkat II,
disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan
dengan [jazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
dan Pengatur (II/c);

c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah Tingkat III,
disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan
dengan [jazahnya menjadi Penata Muda (IlI/a);



d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Tingkat 1V,

)

&

4

)

(6]

disyaratkan bagi PNS yang pangkamya akan disesuaikan
dengan [jazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I (IlI/b)
dan Penata (I1I/c).

Pasal 38

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Iljazah
Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf a dan huruf b meliputi ujian Computer
Assisted Test (CAT).
Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Jazah
Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf
¢ meliputi yjian tertulis dan penyusunan karya tulis.
Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian IJjazah
Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf
d meliputi ujian Computer Assisted Test (CAT).,
penyusunan karya tulis, dan presentasi.
Materi ujian Computer Assisted Test (CAT). sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri
atas:
a. Tes Kompetensi Dasar, meliputi:

1. Tes Wawasan Kebangsaan;

2. Tes Intelegensi Umum; dan

3. Tes Karakteristik Pribadi.
b. Tes Kemampuan Bidang, meliputi:

1. pengetahuan perkantoran;

2. pengetahuan kepegawaian; dan

3. pengetahuan administrasi dan manajemen.
Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memiliki keterkaitan antara
pendidikan yang diperoleh dengan tugas fungsi
Perangkat Daerah.
Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang
dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah.



BAB VI

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 39

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan
penetapan tugas belajar PNS di lingkungan Organisasi
Perangkat Daerahnya kepada PPK, sebelum keberangkatan
ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan
pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:

@)

)

a.

f.

PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat
pemberian tugas belajar;

PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana
penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam
penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat
sedang;

PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana
penyalahgunaan kewenangan jabatan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara;

PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah;

PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan
pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan
Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil
pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS
yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.



Pasal 40

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian
pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Organisasi
Perangkat Daerahnya kepada PPK dengan disertai alasan
penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:

a.

e.

E

PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena
keadaan kahar;

PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim
penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan
menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu
yang ditentukan;

PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas
belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi
penyelenggara tugas belajar;

PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan
tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh
PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan
Alasan lain yang ditetapkan PPK.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai
jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas
belajar ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan

perundangan.
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
TUGAS BELAJAR
Pasal 41

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di Perangkat

Daerah masing-masing.



(2) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas belajar di tingkat Pemerintah
Daerah.

Pasal 42

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 dilaporkan kepada PPK untuk digunakan sebagai
bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

Ketentuan mengenai format persyaratan pengajuan tugas
belajar meliputi :
a. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
Surat Tidak Menuntut Penyesuaian [jazah;
c. Surat Izin Mengikuti Seleksi Program Pengembangan
Pendidikan;
d. Surat Permohonan Tugas Belajar;
Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Ikatan Dinas;
Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Hukuman Disiplin;
Laporan Perkembangan Tugas Belajar;
Laporan Telah Selesai Menjalani Tugas Belajar;
Surat Perjanjian Tugas Belajar;
Surat Permohonan Keterangan Belajar;
k. Surat Permohonan Keterangan Memiliki ljazah Lebih Tinggi;
. Form Rencana Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur
Pendidikan;
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar
sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan
tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar
yang belum  dilakanakan maka  pelaksanaannya
berdasarkan ketentuan yang tidak merugikan bagi PNS
yang bersangkutan.

PNS yang telah memiliki [jazah dengan bidang studi yang
sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi dan
belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan
penyesuaian [jazah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PNS yang telah memiliki [jazah dan belum dilakukan
pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman
gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2018
tentang Tugas Belajar, [jin Belajar, Penggunaan Gelar dan
Ujian Kenaikan Pengkat Penyesuaian Pangkat Penyesuaian Ijin
Pemakaian Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 April 2023 pada tanggal 10 April 2023
Qs’@mms DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
Tt Cap
" ANITA HERU KUSUMORINI ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 28



LAMPIRAN I :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA PD
KOP INSTANSI/KEPALA PD

REKOMENDASI
Nomor: ....co.ee......

Yang bertanda tangan d1 bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Perangkat Daerah

Dengan ini menemngl<an nama yang tersebut di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Perangkat Daerah 2

Bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan tugas di............. memiliki
motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta
dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Maka dengan ini
kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat diberikan Tugas
Belajar/Tugas Belajar Mandiri)* dari Pemerintah Kota Pekalongan untuk
melanjutkan pendidikan sarjana/Magister/dokton)* .............. pada ..............
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala PD
(Nama)
Pangkat/NIP

Keterangan :

)* pilih salah satu
Pj, SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
i \Y W\

| -
ttd

ANH‘A HERU KUSUMORINI ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN II :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Perangkat Daerah

Alamat dan Telp/HP

Menyatakan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak
ada dan relevansi ijjazah yang saya miliki melalui program Pendidikan (Kejar
Paket B/ Kejar Paket C/DI/DII/DII/DIV/S1/S2/S3 pada Lembaga
dengan tugas pokok saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya, untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan,
Mengetahui, Yang Membuat Penyataan,
(Nama Terang) (Nama Terang)
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
Pj, SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
:‘. ”"T—:(,". “ . Cap
ttd

ANITA HERU KUSUMORINI ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN I :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KOP INSTANSI/KEPALA PD

Kota Pekalongan, .......cccce.....
Nomor 3
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yang Terhormat :
Perihal : Permohonan Izin mengikuti Wali Kota Pekalongan
Seleksi Program c.q Kepala Badan Kepegawaian

Pengembangan Pendidikan = dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pekalongan

di
PEKALONGAN

Sehubungan dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor .... Tahun
... tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil
Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
dengan ini merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil untuk
mendapatkan surat izin mengikuti seleksi program pengembangan
pendidikan melalui Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri)* kepada :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Jenjang Pendidikan yang akan diambil
Program Studi

Nama Perguruan Tinggi

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas
fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejebat yang berwenang
meliputi :

SK PNS ;

SK Pangkat Terakhir ;

SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional ;

SKP 2 ( dua ) tahun terakhir bernilai baik ;

Sertifikat akreditasi Program Studi B atau baik sekali dari lembaga
yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
atau C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi
perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau

bk WhpE



baik sekali atas persetujuan menteri.
6. Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ;
7. Brosur/pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan.
Demikian yang dapat kami sampaikan atas pertimbangannya Kami

ucapkan terimakasih.
Kepala PD
(Nama)
Pangkat/NIP
Keterangan :
)* pilih salah satu
P SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
L —=ohlo Cap
ANITAHERU KUSUMORINI ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID
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LAMPIRAN 1V :
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR § TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA

PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

KOP INSTANSI/KEPALA PD
Kota Pekalongan, .................
Nomor :
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yang Terhormat :
Perihal : Permohonan Tugas Belajar Wali Kota Pekalongan
/Tugas Belajar Mandiri )* c.q Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Pekalongan

di
PEKALONGAN

Dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan
serta sikap dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil, bersama
ini kami sampaikan usulan calon peserta Pegawai Negeri Sipil Tugas
Belajar/ Tugas Belajar Mandiri)* sebagai berikut :

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Program Studi yang akan diambil
Tahun Masuk

Tahun rencana selesai

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas
fotocopy dokumen meliputi :

Rekomendasi dari Kepala PD ;

Surat [zin mengikuti seleksi pengembangan pendidikan ;

Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan ;

Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
meliputi :

m. SKPNS;

n. SK Pangkat Terakhir ;

o. SK Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional ;

PN

P SKP...



a

t

u.

V.

SKP 2 ( dua ) tahun terakhir bernilai baik ;

Sertifikat akreditasi Program Studi B atau baik sekali dari lembaga
yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
atau C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi
perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B
atau baik sekali atas persetujuan menteri ;

Bukti pendaftaran dan / atau bukti penerimaan calon mahasiswa
serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal
perkuliahan ;

Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ;
Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat ;

Surat Perjanjian Tugas Belajar 2 (dua) rangkap ( 1 rangkap tanda
tangan diatas materai dan 1 rangkap tanda tangan tanpa materai )

Demikian yang dapat kami sampaikan atas pertimbangannya Kami

ucapkan terimakasih.
Kepala PD
(Nama)
Pangkat/NIP

Keterangan :

)* pilih salah satu

P_| SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
) T ‘ (Y Cap
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LAMPIRAN V :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MELAKSANAKAN IKATAN DINAS
KOP INSTANSI/KEPALA PD

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama 2

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

OPD

Alamat

Telp.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memenuhi
kewajiban melaksanakan ikatan dinas/pengabdian pada Pemerintah Kota
Pekalongan setelah selesai menjalankan tugas belajar:

a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang
menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya,

b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang
menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang
menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari
jabatannya.

d. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan
mengajukan pengunduran diri sebagai PNS; mutasi wilayah kerja;
dan pindah unit kerja.

Apabila saya tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas

sebagaimana dimaksud, maka saya bersedia menerima konsekuensi

dengan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima selama tugas
belajar kepada kas negara/daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui: Pekalongar, ........cocceeeeeereeveeneennens
Kepala Perangkat Daerah Yang Membuat Pernyataan,
Materai Rp.10.000,-
Nama
NIP Nama

NIP

Pj. SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
| Eunl— — ; td
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LAMPIRAN VI :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KOP INSTANSI/KEPALA PD

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

OPD

Alamat :

Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1) Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau
tindak pidana ;

2) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau
hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat ;

3) Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau
menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS ;

4) Tidak pernah diatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat
sedang dalam 1 tahun terakhir ;

5) Tidak sedang dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 ( satu )
tahun terakhir ; dan

6) Tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai
dengan ketentuan perundang — undangan, dalam waktu 2 ( dua )
tahun terakhir ;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan

jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang dibuat ini tidak benar

maka saya bersedia menerima konsekuensi yang akan diberikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan.

Mengetahui: PeEnlonSan). s ovisaimeies
Kepala Perangkat Daerah Yang Membuat Pernyataan,
Nama Nama
NIP NIP
Bj. SEKRETfM::’IS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
e s -y \!
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LAMPIRAN VII :
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR

Peltaloti@any, ... ovsvssvsascmmsssassnncs
Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yang Terhormat :
Perihal : Laporan Perkembangan Wali Kota Pekalongan
Tugas Belajar c.q Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pekalongan
di
PEKALONGAN
Saya yang bertanda tangan d1 bawah ini :
Nama
NIP
NPM
OPD
Program Studi
Fakultas
Perguruan Tinggi g
Telah melaksanakan perkuhahan pada semester ini dengan mata kuliah
g diikuti sebagai berikut :
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Keterangan
1,
2
Dst

*kartu Hasil Studi wajib disampaikan/ dilampirkan
Demikian laporan perkembangan tugas belajar ini disampaikan, atas

perhatiannya diucapkan terimakasih.
Hormat Saya ,

Nama
NIP

Pj. SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
i ) G
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LAMPIRAN VIII :
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI MENJALANI TUGAS BELAJAR

Pekalongan, .......cccoeveeveeeienenens
Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yang Terhormat :
Perihal : Laporan Telah Selesai Wali Kota Pekalongan
Menjalani Tugas Belajar c.q Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pekalongan
di
PEKALONGAN
&mumghﬂm@ﬂmgmdhm@nm
Nama :
NIP
NPM
Perangkat Daerah
Program Studi
Fakultas
Perguruan Tinggi

Emm1mﬂunEM1mam%mkm¢mﬁﬂkmﬁm@sm@m;mh
Program Studi tersebut di atas dengan ijazah, transkrip dan laporan hasil
akhir hardcopy dan softcopy sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

Hormat Saya ,

Nama
NIP

E} SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
Cap

' “ANFTA-HERU KUSUMORINT ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN IX :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: /PTB/ 120,

Pada bhari 00 s tangpAl o tahun dua ribu dua
pabialh........ , yang bertanda tangan di bawah ini :
. Nama

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan
Alamat : JLMajapahit Nomor 4 Kota Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama
NIP .
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan :

OPD

Alamat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor
.................. tanggal ....................... Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Melalui Jalur Pendidikan
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, secara bersama — sama sepakat dan
menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas belajar untuk jenjang pendidikan
........ pada program. St  .......... Jurusan / bidahg MMl ..o
fakultas ............... di dengan akreditasi program studi



)

(1)

(1)

()

Pendidikan akan dilaksanakan sebanyak ............. (.....) semester, dimulai
sejak tanggal ditetapkan hingga selesai.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berhak atas :

a. laporan tertulis PIHAK KEDUA, perkembangan tugas belajar dan telah
selesai menjalani tugas belajar ;

b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal ;

c. pelaksanaan re — entry program di BKPSDM ; dan

d. pembayaran sejumlah ganti rugi (jika ada) atas biaya pendidikan yang
telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila
PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas, berhenti
tidak menyelesaikan tugas belajar, dan/atau diberhentikan dari
penugasan tugas belajar.

PIHAK KEDUA berhak atas :

a. kenaikan pangkat ;

b. penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan ; dan
c. masa kerja.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

a. Memberikan kenaikan pangkat ketentuan peraturan perundang —
undangan ;

b. Memberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang —
undangan ;

c. Memberikan bantuan pendidikan sepanjang anggaran tersedia ; dan

d. Monitoring pelaksanaan tugas belajar.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan tugas belajar dengan sebaik — baiknya hingga selsai
tepat waktu ;
b. Melaporkan perkembangan tugas belajar secara berkala pada akhir
semester kepada PPK melalui BKPSDM ;
c. melaksanakan re — entry program di BKPSDM ;
d. melaporkan secara tertulis kepada PPK melalui BKPSDM paling lama
15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar ;
e. menyampaikan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau
surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar ;
f. menjalankan ikatan dinas selama :
1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang
menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang
menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang



menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari
jabatannya.

g. Mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA (jika
ada) oleh PIHAK KEDUA selama menjalani masa tugas belajar ke kas
daerah, apabila PIHAK KEDUA membatalkan sepihak tugas belajar
yang harus dilaksanakannya, lalai dalam  melaksanakan
kewajibannya, diberhentikan dari tugas belajarnya karena terbukti
melakukan tindakan melawan hukum dan tidak dapat menyelesaikan
tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar kepada
PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA :

a. tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar ;

b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan /atau sedang
dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang ;

c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana
penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian kas
negara/daerah ;

d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang
telah ditentukan tanpa alasan yang sah ;

e. mengajukan permohonan pengunduran diri ;

f. sedang menjalankan kepentingan dinas ;

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan tugas belajar PIHAK
KEDUA apabila pimpinan satuan kerja mengusulkan penghentian
pemberian tugas belajar kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan
data dukung yang diperlukan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan

sanksi :

a. Hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang — undangan yang
berlaku ; dan

b. Mengembalikan/menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah
dikeluarkan oleh PIHAk PERTAMA selama melaksanakan tugas belajar.

Pasal 8

(1) Tidak ada tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi
hak dan kewajiban dalam perjanjian, apabila disebabkan atau
diakibatkan oleh suatu peristiwa di luar kuasa PARA PIHAK yang disebut
sebagai keadaan kahar (force majeur).



(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Bencana alam ;

b. Wabah penyakit ;

c. Perang, revolusi dan huru hara ;

d. Perubahan kebijakan dan peraturan ; dan

e. Ketidaktersediaan anggaran dan sumber pembiayaan.

(3) Apabila terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PIHAK yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan
kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah

(4) Kelalaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebabkan
tidak diakuinya kahar.

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Tugas Belajar i terdapat
perselisihan antara PARA PIHAK, amaka diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar ini
maka PARA PIHAK dapat mempedomani Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor ............. tentang pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil
Kota Pekalongan melalui Jalur Pendidikan.

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ash
berkekuatan hukum sama, dibubuhi materai yang cukup dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
NIP....oooreeneeenneeneeeneeens NIP....oooeenierenseceneenens
Bj, SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
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LAMPIRAN X :
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN BELAJAR

Pekalongan, ........ccccceeeveenee
Nomor :
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yth.
Perihal : Permohonan Surat Wali Kota Pekalongan
Keterangan Belajar c.q Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Pekalongan

di
PEKALONGAN
Sehubungan dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor .... Tahun
.... tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota
Pekalongan Melalui Jalur Pendidikan dengan ini merekomendasikan
Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan surat keterangan belajar
kepada :
Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan
Jenjang Pendidikan yang
masih ditempuh
Tanggal masuk
Program Studi
Nama Perguruan Tinggi :
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas
fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
meliputi :
1. Surat Keterangan Aktif kuliah dari perguruan tinggi ;
2. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedia
formasi ;
3. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan masih menempuh pendidikan ;
4. Fotocopy SK CPNS ;
5. Fotocopy ijazah dan transkrip terakhir yang dilegalisir ;
6. Fotocopy akreditasi program studi ;
Demikian yang dapat kami sampaikan atas pertimbangannya Kami
ucapkan terimakasih.

HEEHEWRBDMRM{ WALI KOTA PEKALONGAN,
A\

ttd
ANITA HERU KUSUMORINI ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN XI :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR - TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN
MEMILIKI IJAZAH LEBIH TINGGI

Pelaalonigam,; ....coeiveeemsnssossanes
Nomor
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yth.
Perihal : Permohonan Surat Wali Kota Pekalongan
Keterangan Memiliki jazah  c.q Kepala Badan Kepegawaian
Lebih Tinggi dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Pekalongan

di
PEKALONGAN

Sehubungan dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor .... Tahun

.... tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota
Pekalongan Melalui Jalur Pendidikan dengan ini merekomendasikan
Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan surat keterangan memiliki
jjazah lebih tinggi kepada :

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang
‘Jabatan

Jenjang Pendidikan

Tanggal ijazah

Program Studi

Nama Perguruan Tinggi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas
fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejebat yang berwenang
meliputi :

1. Fotocopy ljazah dan transkrip legalisir oleh pejabat yang berwenang ;

2. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedia

formasi ;

3. Fotocopy SK CPNS ;

4. Fotocopy akreditasi program studi ;

Demikian yang dapat kami sampaikan atas pertimbangannya Kami
ucapkan terimakasih.

Kepala PD
(Nama)
Pangkat/NIP

H SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
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LAMPIRAN XII :

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

FORM RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR
PENDIDIKAN TAHUN 2023 s/d TAHUN 2027

DIPLOMA III

DIII
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

NO | PROGRAM STUDI RUMPUN

DIPLOMA 1V

DIV
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

NO | PROGRAM STUDI RUMPUN

SARJANA

S1
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

NO | PROGRAM STUDI RUMPUN




PASCA SARJANA

NO | PROGRAM STUDI RUMPUN 52

2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

S3

N EROGRANISTVDL  EUMEUN 9093 some | 2025 2006 8027

Keterangan :

1 Pengisian data rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan
disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dengan memperhatikan
ketersediaan formasi dan jumlah PNS yang akan pensiun setiap tahun

2  Diisi lewat aplikasi Tugas Belajar sesuai dengan template pilihan Program
Studi dan Rumpun pendidikan yang telah disediakan

P SEKRETARIS DAERAH, WALI KOTA PEKALONGAN,
et car

~  ANITA'HERU KUSUMORINI ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID




